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JAKARTA - Kunjungan kerja (kunker) fiktit
berpotensiselaluada dan terus terjadi,
terutama di pemerintah daerah (pemda).
Untuk mencegahnya sangat tergantung
cara pemerintah mengendalikannya

Deputi Pengelolaan Keuangan
Daerah, Badan Pengawasan Ke-
vangan dan Pembangunan
(BPKP) Dadang Kurnia menga-
takan, saat ini mereka semakin
memperketat mengawasi kun-
ker-kunkeryang dilakukanapa-
rat pemerintah. Sebagai con-
toh, untukperjalanandinasme-
reka langsung mengonfirmasi-
nyakemaskapai.

Menurut dia, memang ada
perbedaan pengaturan kunker
pemerintahpusat dengan pem-
da. Dalam hal kunker, instansi
pusat harus merujuk pada per-
aturan menteri keuangan
(PMK) di mana pembiayaan
kunker disesuaikan dengan wi-

layahyang didatangi. Berbeda
dengan pemda yang saat ini di-
berikan kebebasan menentu-
kan pembiayaan perjalanan di-
nas sesuai dengan kemarmpuan
daerahnya.

“Daerah menentukan sen-
diri. Ada potensi pemborosan
kalau tidak sesuai realitasnya.
Adapotensi standarnya cukup
berapa, tapidianggarkan diatas

itu," katanya saat dihubungi

KORANSINDO kemarin.
Dadang menilai kunker
tidakserta-mertahanyabentuk
pemborosan, melainkan ba-
nyak aspek yang perlu dilihat
terlebih dahulu. Misalnya saja
jenis kunker, jumlah pegawai,

manfaatnya. Kalau 50 orang —— —

yang melakukan kunker patut
dipertanyakan.
Peneliti Indonesia Budget

. Center Roy Salammengatakan,

potensikunkerfiktifakanselalu
ada, baik di ranah eksekutif
ataupun legislatif. Misalnya,
hanya dua orang pegawai pem-
dayang datang untukkunker,
padahal dianggarkan sepuluh
orang. “Potensi ini berlaku di
eksekutif maupun. Jenisnya
jugabervariasi. Namanya pemi-
kiran korup tentu apapun bisa
dilakukan,” tuturnya.

Namun begitu, dia menilai
terkadang meski bukan kunker
fiktif, tapi ditemukan pembo-

rosan, yakni kunker yang tidak

memberikan manfaat dan
hanya menghabiskan anggar-
an. ‘Kunkernya hanyajalan-ja-
lan. Cari hiburan. Hasilnya ti-
dakjelasdantidak berpengaruh
padapekerjaan,”ucapnya.
Untuk meminimalisasiini,

"Daerah

menentukansen-
diri. Adapotensi

pemborosankalay

tidaksesuai
realita yém%@?@
potensistandarnya
cukupberapa, tapi

dinnggarkandi

atasitu,”

DADANG KURNIA

Deputi Pengelolaan Keuangan
Daerah BPKP

kata Roy, segala pengawasan
harus diperketat. Jangan sam-
pai sekalipun kendur. Pasalnya
sekali kendur, maka akan jadi
celah penyalahgunaan kunker.
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Roy juga menyambut baik in-
presyang dikeluarkan Presiden

Joko Widodo yang memangkas
anggaran petjalanan dinas. “Ini

baik; melakukan rasionalisasi
perjalanan dinas,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah
mengklaim tidak ada ruang
bagi kunker fiktif karena se-
makin ketatnya pelaporan
kunker, baik secara adminis-
trasi ataupun hasil kunjungan.
Sekretaris Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Sesmen-
pan-RB) Dwi Wahyu Atmaji
mengatakan, tidak ada kasus
petjalanan dinas fiktif yang

ditemukan di kementeriannya.
karenaharusmemenuhisegala

bukti administrasi dalam
laporankunkemya

“Bukti perjalanan dinas ha-
rus disertai boarding pass pesa-
wat, bukti menginap di hotel,
dan membuat laporan per-

jalanan dinas. Kalau perjalanan

dinas luar negeri malah harus
ada cap imigrasi dari negara
yang dikunjungi. Jadi mestinya
sudah tidak ada ruang untuk
melakukan perjalanan dinas
fiktif,” katanya.

Setiap perjalanan dinas me-
miliki maksud dan tujuannya,
makatentusetiapkunkerharus
memiliki hasil dan wajib dila-
porkan kepada atasan dan di-

“tindaklanjuti sesuai dengan

tingkaturgensinya.
HalsendajugadikatakanKe-
pala Pusat Penerangan Kemen-
terian Dalam Negeri (Kemen-
dagri) Dodi Riyadmadji. Menu-
rut dia, tidak akan lagi ditemu-
kankunkerfiktifdiranahpeme-
rintahan. Ini karena Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) sema-
kin ketat dalam melakukan pe-
meriksaan. Laporan adminis-
trasi berupa tiket pesawat dan

buktilainnya dinilai cukup me- -

minimalisasi potensi kunker

fiktif.

“Misalnya saja sejak 2008,
BPK bekerja sama dengan ber-
bagai maskapai penerbangan
untuk melakukan pengecekan
setiap penerbangan yang digu-
nakandalamkunker," urainya.

Apalagihaliniberkaitanerat
dengan menjalankan akunta-
bilitas pemerintahan. Hal ini
juga diperkuat dengan penga-
wasanaparat internal pemerin-
tah (APIP). Dia menambahkan,
bahwa kunker tidak selalu diar-
tikan buruk. Tentunya setiap
kunker memiliki sebuah tujuan
salah satunya tukar-menukar
informasi yangbermanfaat. Ini
dibuktikan dengan laporan
hasilkunker.

“Misalnya Pak Yus (Y us-
wandi, sekjen Kemendagri) ke
Maroko untuk memperoleh pe-
nguatan kecamatan dan desa.
Saya kira kunker juga berman-
faat tukar- rnenukar1nformas1
paparnya.

#ditaangga
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